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Paska amandemen konstitusi Indonesia, DPR periode 1999-2004 memiliki otoritas yang besar dalam proses
penyusunan UU. Namun, UU yang dihasilkan DPR masih sgja memunculkan kontroversi, ketidakpuasan,
menuai protes dan berbagai bentuk resistensi lainnya dari masyarakat, seperti yang diperlihatkan dalam
kasus UU Y ayasan dan UU Penyiaran. UU Y ayasan memunculkan ketidakpuasan di kalangan komunitas
yang selamaini aktif dalam pengelolaan berbagai macam kegiatan dengan menggunakan instrumen
organisasi berbentuk yayasan, seperti L SM, yayasan-yayasan pendidikan, dan sebagainya. Selain itu UU
yang baru sgja disahkan tersebut saat ini sedang dalam proses revisi. UU Penyiaran juga menuai
ketidakpuasan, terutama dari para pengelolatelevisi swasta. Saat ini mereka sedang melakukan judicial
review atas UU tersebut.

K etika penyusunan sebuah UU, partisipasi publik merupakan aspek penting dalam proses penyusunan UU.
Pembahasan tentang partisipasi publik berkaitan erat dengan relasi masyarakat dengan negara (sate-society
relation) dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur warganya. Ada dua
cara pandang untuk menjelaskan tentang partisipasi publik. Pertama, karena masyarakat sudah memberikan
mandatnya kepada negara, mnka pembentukan kebijakan publik sepenuhnya diserahkan kepada negara.
Peran atau partisipasi masyarakat hanya dibutuhkan pada saat memilih orang-orang yang akan menduduki
berbagai jabatan di lembaga negara, misalnyamelalui pemilihan umum. Kedua, sekalipun telah memberikan
mandatnya kepada negara, masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang
akan dikeluarkan negara. Peran masyarakat, secara urnum, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama,
negara menjamin tersedianya ruang-ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam proses penyusunan
kebijakan. Kedua, negara bekerjasama dengan masyarakat dalam seluruh proses penyusunan kebijakan.

Dalam konteks penyusunan UU di DPR, ada dua hal yang akan menentukan hasil akhir dari RUU yang
sedang dibahas, yaitu artikulasi berbagai kepentingan oleh DPR dan partisipasi masyarakat dalam
penyusunan UU tersebut. DPR diberikan ruang-ruang untuk mengartikulasikan berbagai kepentingani itu.
Bentuknya berupa hak yang diberikan kepada anggota DPR dalam berbagai rapat pembahasan RUU, seperti
hak ikut serta, hak berbicara, dan hak dalam pengambilan keputusan. Di luar itu, DPR juga dapat
membentuk berbagai ruang artikulasi informal, seperti lobi, yang keberadaannya tergantung pada kreatifitas
mereka untuk membentuknya.

Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan UU melalui berbagai ruang
partisipasi yang tersedia. Dalam proses formal penyusunan UU, ruang partisipasi yang tersedia adalah Rapat
Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU. Sementara itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk
membentuk berbagai ruang partisipasi informal, tergantung pada kemampuan mereka untuk melakukannya.
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Mengacu pada pembahasan RUU Y ayasan dan RUU Penyiaran, DPR belum optimal menggunakan ruang-
ruang artikulasi yang tersedia. Rendahnyatingkat kehadiran dan keaktifan dalam Rapat Paripurna, Rapat
Pansus, dan Raker, adalah indikator tidak digunakannya secara optimal ruang-ruang artikulasi yang tersedia.
DPR juga tidak memiliki kreatifitas untuk membentuk ruang-ruang artikulasi informal. Dalam tataran
informal ini, hanyalobi yang dijadikan sebagal ruang artikulasi andalan. Penggunaan ruang-ruang artikulasi
yang tidak optimal ini tidak terlepas dari berbagal persoalan internal maupun eksternal yang dihadapi DPR,
seperti jumlah anggota Pansus yang terlalu banyak dan bidang kerjanya yang terlalu luas, ketiadaan sanksi
bagi anggota DPR yang tidak hadir dalam berbagai rapat pembahasan RUU, dukungan staf DPR yang tidak
memadai, dominasi fraksi dalam setiap rapat pembahasan RUU, dan sebagainya.

Kecuali dalam kasus RUU Penyiaran, masyarakat juga belum optimal dalam menggunakan ruang-ruang
partisipasi yang tersedia. Masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkan ruang partispas yang
ada. Dan tidak kreatif untuk menciptakan berbagai bentuk ruang partisipasi informal. Pengetahuan yang
tidak memadai tentang mekanisme penyusunan UU di DPR dan dinamika yang mengiringinya, penguasaan
yang lemah terhadap substansi RUU dan bentuk-bentuk lobi, sedikitnya danayang tersedia, selain juga
ruang partisipasi di DPR yang sempit, adalah beberapa hal yang sering menghambat masyarakat untuk
menggunakan ruang-ruang partisipasi secara optimal.

Sinergi dalam penggunaan ruang-ruang di atas antara DPR dan masyarakat jugatidak terjadi, kecuali dalam
kasus RUU Penyiaran. Kesediaan untuk bermitra di antara mereka adalah hambatan paling besar dalam
membangun sinergi ini.

Kondis di atas tentu sgja berdampak pada UU yang dihasilkan DPR. Penggunaan ruang artikulasi yang
rendah menyebabkan pembahasan UU menjadi tidak matang, terbukti dengan direvisinya UU Y ayasan,
sekalipun UU tersebut tetap sah secaraformal prosedural. Sedangkan tidak optimal nya penggunaan ruang
partisipasi berakibat pada lemahnyalegitimasi UU yang dihasilkan DPR yang seringkali berujung pada
ketidakpuasan atau penolakan masyarakat terhadap UU tersebut.



